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BAB 1 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Laut merupakan perairan yang menghubungkan dengan daratan. Dengan 

dunia yang terbagi atas beberapa benua, tentunya laut menjadi pemisah sekaligus 

penghubung antar benua. Pengertian laut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Kelautan adalah ruang perairan di muka bumi yang 

menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang 

merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang 

batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum 

internasional. Laut juga menjadi tempat tinggal dari sekian banyak biota laut dan 

memiliki peran dalam kehidupan.  

Sebagai contoh, laut berperan dalam upaya penanggulangan krisis iklim, 

dikarenakan laut penuh dengan organisme mikroskopis yang menghasilkan 

setengah karbon bumi dan 70% oksigen atmosfer. Laut diperkirakan menghasilkan 

dan menyumbang sebesar 50%-80% oksigen1. Selain itu, laut memiliki posisi yang 

penting dalam kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan laut merupakan sumber 

makanan, sebagai alat pemisah ataupun pemersatu bangsa, sebagai jalur 

perdagangan, sebagai sarana penaklukan, sebagai tempat pertempuran, maupun 

tempat rekreasi.  

 
1 Biorock Indonesia, “Laut Penghasil 50%-80% Oksigen di Bumi”, diakses https://www.biorock-

indonesia.com/laut-penghasil-50-80-oksigen-di-bumi/ pada 22 Agustus 2024. 

https://www.biorock-indonesia.com/laut-penghasil-50-80-oksigen-di-bumi/
https://www.biorock-indonesia.com/laut-penghasil-50-80-oksigen-di-bumi/
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Lautan terdiri atas beberapa bagian, yaitu selat, teluk, dan samudra. Dalam 

penulisan penelitian ini, Penulis akan membahas lebih lanjut mengenai selat. Selat 

merupakan suatu wilayah perairan sempit yang memisahkan dua atau tiga daratan 

yang menghubungkan dua jalur pelayaran dan menjadi jalur penghubung wilayah 

antarnegara2. Dalam konsep geografis untuk dapat memenuhi persyaratan sebagai 

selat adalah 1) bagian dari laut; 2) memisahkan dua bagian daratan; 3) 

menghubungkan dua bagian laut, dan 4) penyempitan dari bagian laut yang lebih 

luas. Definisi selat secara spesifik tidak disebutkan di dalam Konvensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nation on the Law of the Sea 

Convention 1982 (UNCLOS 1982). Dalam hubungannya dengan selat, disebutkan 

dalam Pasal 37, yaitu: “this section applies to straits which are used for 

international navigation between one part of the high seas or an exclusive economic 

zone and another part of the high seas or an exclusive economic zone.” 

Sehubungan dengan penjelasan tersebut, maka selat secara otomatis berlaku 

hak lintas transit atau transit passage. Salah satu contohnya adalah Selat Malaka. 

Selat Malaka secara geografis terletak diantara bagian timur pulau Sumatera 

(Indonesia), bagian barat Semenanjung Peninsula (Malaysia), dan Singapura 3 . 

Sehingga, terdapat kedaulatan tiga negara yang membawahi Selat Malaka. Secara 

geopolitik, Selat Malaka merupakan jalur laut terpendek antara Laut China Selatan 

dan Samudra Hindia, dengan demikian Selat Malaka merupakan perairan yang 

menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selat Malaka menjadi 

 
2 Sulaiman Nitiatma, Hukum Internasional Teritorialitas. (Semarang: Penerbit CV, 1995), hlm 16.  
3 International Hydrographic Organization, Limits of Ocean and Seas, (Montecarlo: 1953), hlm 123. 
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perairan yang penting bagi negara pesisir (littoral state) dan juga negara pengguna 

(user state). Selat Malaka memiliki panjang sekitar 805 km atau 500 mil dan lebar 

65 km atau 40 mil di sisi selatan, dan juga lebar sekitar 250 km atau 155 mil di 

bagian utara 4 . Selat Malaka terletak dengan lokasi yang strategis dimana 

menghubungkan dunia bagian barat dengan dunia bagian timur 5.  

Selat Malaka merupakan salah satu Chokepoint di kawasan Asia Tenggara 

yang strategis, sehingga memiliki nilai penting bagi negara-negara di sekitarnya, 

terutama dalam bidang ekonomi. Chokepoint merupakan jalur strategis dengan luas 

yang tidak terlalu lebar yang menghubungkan dua area besar. Sedangkan dalam 

strategi militer, chokepoint merupakan fitur geografis yang bagaimanapun harus 

dilewati untuk mencapai tujuannya. Selat Malaka juga disebut sebagai The Heart 

of Maritime Asia dikarenakan chokepoint paling vital dalam perdagangan dunia6. 

Negara seperti Cina, Jepang, dan Korea sangat bergantung dengan Selat Malaka 

dalam kegiatan impor bahan mentah dan sumber daya energinya7.  

Aktivitas perdagangan laut yang aktif di Selat Malaka mendorong terjadinya 

pencemaran laut. Menurut United Nations Convention on the Law of the Sea 

(UNCLOS), pencemaran laut adalah disebabkan oleh manusia, secara langsung 

atau tidak langsung yang berupa substansi atau energi ke lingkungan laut, termasuk 

muara sungai (estuaries), yang menyebabkan atau berpotensi memberikan efek 

 
4 Mark Cleary, Goh Kim Chuan, Environment and Development in the Straits of Malacca. (New 

York: Routledge,2000).  
5 Pulung Widhi dan Hari Hananto, “The Urgency Littoral States in Melacca Strait to Eradicate The 

Marine Pollution,” Online Administrative Law & Governance Journal 3, no. 4 (2020): 2621–2781. 
6  Robert D. Kaplan, “Monsoon: the Indian Ocean and the future of American power,” Choice 

Reviews Online 48, no. 09 (2011): 48-5347-48–5347, https://doi.org/10.5860/choice.48-5347. 
7 Op Cit, Pulung Widhi dan Hari Hananto, hlm. 692 
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yang merugikan pada sumber daya dan kehidupan laut, berbahaya bagi kesehatan 

manusia, hambatan terhadap kegiatan kelautan yang termasuk penangkapan ikan 

maupun penggunaan atas laut yang legal lainnya, dan penurunan kualitas atas 

penggunaan air laut. Adapun jenis-jenis pencemaran laut yang dapat dibedakan 

dalam lima kategori utama, sebagai berikut:8 

a. Marine Pollution caused via the atmosphere by land-based activities: 

1. Penggunaan berbagai macam synthetic chemical khususnya chlorinated 

hydrocarbons untuk pertanian. 

2. Pelepasan logam-logam berat (heavy metal), seperti merkuri akibat 

proses industri atau lainnya. 

3. Pengotoran atmosfer oleh hydrocarbons minyak yang dihasilkan oleh 

penggunaan minyak bumi untuk menghasilkan energi. 

b. The disposal of domestic and industrial wastes, yang dimana pencemaran 

disebabkan oleh aliran limbah domestik maupun limbah industri dari pantai 

melalui sungai, sewage outlets, atau akibat dumping. 

c. Marine pollution caused by radioactivity, pencemaran karena adanya 

kegiatan radioaktif alam maupun dari kegiatan manusia, yang dapat 

disebabkan oleh pembuangan limbah radioaktif, percobaan senjata nuklir, 

maupun penggunaan laut akan kepentingan militer atau pembuangan alat 

militer di laut. 

 
8 Melda Kamil Ariadno, Hukum Internasional: Hukum yang Hidup, (Jakarta: Penerbit Diadit Media, 

2007), hlm 19.  
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d. Ship-borne pollutants, pencemaran yang terdiri berbagai macam bentuk kapal 

dan muatan. Tetapi, penyebab utamanya adalah tumpahan minyak di laut, 

yang dapat dibedakan karena kegiatan operasional kapal seperti ballast water 

dan adanya kecelakaan kapal di laut, terutama kecelakaan yang melibatkan 

tanker kapal. 

e. Pollution from offshore mineral production, yaitu kegiatan penambangan di 

dasar laut, terutama terjadinya kebocoran pada instalasi penambangan dan 

pembuangan limbah yang tidak memenuhi standar yang ditentukan.  

Dikarenakan status Selat Malaka yang aktif digunakan sebagai jalur 

perdagangan internasional, maka pencemar terbesar dalam perairan di Selat Malaka 

termasuk dalam kategori yang keempat ialah kapal. Setengah dari aliran minyak 

dunia dilewati melalui Selat Malaka9. 

Tabel 1.1. Volume Minyak Mentah yang Diangkut Melalui Selat Malaka (juta 

barel/hari) 

Lokasi 2019 2020 2021 2022 2023 

Selat Malaka 23.0 23.1 22.8 21.9 23.7 

Sumber : U.S. Energy Information Administration (EIA) 

Total aliran minyak melalui Selat Malaka turun 1,2 juta barel per hari antara 

tahun 2019 dan 2021 diakibatkan penurunan permintaan minyak dikarenakan 

pandemi global COVID-19, dan antara tahun 2021 dan 2023 total aliran minyak 

yang dilalui di Selat Malaka mengalami kenaikan 1,8 juta barel per hari yang 

disebabkan Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) yang 

 
9 Op Cit. Pulung Widhi dan Hari Hananto, hlm. 692 
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terdiri atas Saudi Arabia, Iraq, Iran, Uni Emirat Arab, dan Kuwait, yang 

mengangkut hampir 60% minyak mentah melalui Selat Malaka pada tahun 202310. 

Bahkan, pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang mencapai 16 juta barel per hari 

untuk minyak mentah transit di Selat Malaka11. 90% minyak di Jepang di impor 

dari Timur Tengah dengan melewati Selat Malaka12. 

Grafik 1.1 Volume Minyak yang Diangkut Melalui Selat Malaka  

Singapura merupakan negara yang tidak mempunyai sumber daya 

hidrokarbon, sehingga mengandalkan impor minyak mentah dari negara-negara 

seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Saudi Arabia, dan Kuwait, yang harus melewati 

perairan Selat Malaka untuk mencapai ke Singapura13. Banyaknya jumlah kapal 

yang lewat, arus laut yang kuat, cuaca ekstrim, dan topografi dasar laut yang 

kompleks membuat banyak kecelakaan yang terjadi, terutama minyak tumpah (oil 

spill). Hal ini sesuai dengan sumber pencemaran yang disebabkan oleh tumpahan 

 
10US Energy Information Administration, “Overview” diakses  https:/ /www.eia.gov/ international/ 

content/analysis/special_topics/World_Oil_Transit_Chokepoints/ pada 16 Oktober 2024. 
11US Energy Information Administration. “The Strait of Malacca, a key oil trade chokepoint, links 

the Indian and Pacific Oceans” diakses https://www.eia.gov/international/analysis/country/SGP 

pada 25 September 2024.  
12  Frisky Amirul Haqiqi, “Optimalisasi Geostrategi Indonesia di Selat Malaka,” Transformasi 

Global 7, no. 2 (2020): 258–65, https://doi.org/10.21776/ub.jtg.2020.007.02.5. 
13 US Energy Information Administration, “World Oil Transit Chokepoints (Analysis Briefs, 2021)” 

diakses https://www.eia.gov/international/analysis/country/SGP pada 3 September 2024.  
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minyak yaitu aktivitas transportasi minyak, pengeboran minyak lepas pantai, 

pengilangan minyak dan pemakaian bahan bakar produk minyak bumi. Pencemaran 

laut dapat dilakukan dengan direncanakan maupun tidak direncanakan. Kecelakaan 

minyak tumpah dari kapal ialah contoh pencemaran laut yang tidak direncanakan. 

Pada tahun 2000, kapal MT Natuna Sea mengalami kecelakaan dikarenakan 

terjebak gumpalan gunung pasir sehingga menumpahkan minyak sejumlah 7000 

ton. 7000 ton oil spill tersebut menyebabkan pencemaran di perairan Indonesia, 

dengan pencemaran terparah di bagian barat Kecamatan Belakang Padang, seperti 

Pulau Kasu, Sekanak, dan juga Selat Nenek. Pencemaran oil spill ini juga 

menyebabkan lumpuhnya aktivitas para nelayan yang disebabkan peralatan yang 

rusak terkena kotoran limbah minyak14. Adapun beberapa contoh lainnya mengenai 

kecelakaan minyak tumpah dari kapal di Selat Malaka : 

Tabel 1.2 : Kasus Minyak Tumpah di Selat Malaka 

Tahun Kapal 

Jumlah Minyak 

(ton) 

2000 MT Natuna Sea  7000 

2008 Tanker Aegis Leader 550 

2010 MT Bunga Kelana 2500 

2014 

MV Stolt Commitmen & 

MV Thorco Cloud  

560 

 
14  Liputan6. “Manajemen MT Natuna Bersedia Bertanggungjawab” diakses  

https://www.liputan6.com/news/ read/1937/manajemen-mt-natuna-bersedia-bertanggungjawab 

pada 11 Oktober 2024. 

https://www.liputan6.com/news/%20read/1937/manajemen-mt-natuna-bersedia-bertanggungjawab
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Tahun Kapal 

Jumlah Minyak 

(ton) 

2015 

MT Alyamourk & MV 

Sinar Kapuas 

4500 

2016 VLOCs Berge Bureya - 

2017 

APL Danver & MT Wan 

Hai 

300 

2021 

MV Zepyhr Lumos & 

MV Galapagos  

- 

Berbagai insiden kecelakaan kapal yang terjadi di Selat Malaka menyebabkan 

tumpahan minyak dan zat-zat berbahaya masuk ke air, sehingga mengakibatkan 

peningkatan kandungan nitrogen serta zat-zat berbahaya lainnya yang dapat 

memberikan kematian bagi biota laut di Selat Malaka15. 

Salah satu contoh pencemaran laut yang dilakukan dengan direncanakan 

adalah pembuangan limbah dari kegiatan operasional kapal secara sengaja. 

Singapura memiliki peraturan yang diatur dalam Maritime & Port Authority of 

Singapore Nomor 16 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa kapal hanya boleh 

berlabuh di Pelabuhan Singapura dalam kondisi yang bersih dan sudah memiliki 

sertifikat dari otoritas pengecekan kebersihan kapal di Singapura. Hal ini 

menyebabkan, banyak kapal yang menuju ke Singapura melakukan pencucian 

kapal di Selat Malaka. Pembersihan dilakukan dengan melakukan ballast water 

 
15 Verdinand Robertua dkk., “Reasoning Criminal – Implikasi Limbah Hasil” 3, no. 2 (2019). Hlm 

200. 
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atau air balas yang mengandung minyak bekas kegiatan operasional kapal yang 

dikumpulkan di ruang palka kapal dan dibuang di perairan Selat Malaka. Minyak 

mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan dan ekosistem laut.  

Konvensi Organisasi Maritim Internasional atau Convention on the 

Establishment of the International Maritime Consultative Organization 1948 (IMO 

Convention 1948) merupakan konvensi internasional yang berisikan pendirian 

organisasi internasional di bidang maritim yang mengatur mengenai peraturan 

internasional yang diikuti oleh seluruh negara pelayaran (shipping nations) dan 

menjadi cara yang terbaik untuk meningkatkan keselamatan pelayaran (sea-going 

safety) dan perlindungan lingkungan laut dari pencemaran yang berasal dari kapal16. 

Organisasi internasional tersebut dibentuk pada tahun 1948 dengan nama Inter-

Governmental Maritime Consultative Organization (IMCO) yang berganti nama 

pada tahun 1982 menjadi International Maritime Organization (IMO). Sehingga, 

IMO merupakan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations 

(UN) yang bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pelayaran maupun 

pencegahan pencemaran laut dan atmosfer oleh kapal-kapal17.  

IMO menghasilkan beberapa konvensi yang berhubungan dengan 

pencegahan pencemaran minyak di lingkungan laut yang berasal dari kapal, seperti 

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973/78 

 
16  Facts About International Maritime Conventions, “International Association of Drilling 

Contractors (IADC)” diakses https://www-iadc--dredging-com./facts-about/international-

maritime-

conventionsFacts%20About%3A%20International%20Maritime%20Conventions,that%20govern

%20all%20seafaring%20activities pada 26 September 2024.  
17 Piseth Chann, “Peran Konvensi Hukum Laut Internasional Pbb 1982 Dan International Maritime 

Organization (Imo) Bagi Keselamatan Dan Keamanan Anak Buah Kapal (Abk) Selama Berlayar 

Dalam Pelayaran Internasional,” Jurnal Poros Hukum Padjadjaran 2, no. 1 (2020): 160–78, 

https://doi.org/10.23920/jphp.v2i1.260. Hlm 165. 
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(MARPOL 73/78). MARPOL merupakan konvensi internasional yang utama dalam 

pencegahan pencemaran laut dan mengandung peraturan yang bertujuan mencegah 

dan mengurangi pencemaran dari kapal baik yang disengaja maupun tidak, dan 

terdiri dari 7 lampiran (Annexes)18 . Pencegahan pencemaran minyak dari kapal 

diatur dalam Annex I: Regulations for the Prevention of Pollution from Oil. 

International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil 

Pollution Casualties 1969 (INTERVENTION 1969) juga membahas mengenai hak 

bagi negara pesisir untuk mengambil tindakan di laut bebas untuk mencegah, 

mengurangi maupun menghilangkan bahaya bagi garis pantainya ataupun 

kepentingan tertentu dari pencemaran minyak19.  

Adapun konvensi internasional lainnya yang mengatur pencegahan dan 

perlindungan lingkungan laut dari minyak yang berasal dari kapal adalah UNCLOS 

1982 dan International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and 

Co-operation 1990 (OPRC 1990). Dalam hubungannya dengan pembuangan 

limbah minyak secara sengaja, IMO juga mengeluarkan konvensi internasional, 

seperti International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast 

Water and Sediments 2004 dan London Protocol 1996 to The Convention on the 

Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other matter.  

 
18 International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL), “International 

Maritime Organization (About IMO)” diakses .https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/ 

International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx pada 26 

September 2024. 
19  International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution 

Casualties, “International Maritime Organization” 

diakses .https://www.imo.org/en/About/Conventio ns/Pages/International-Convention-Relating-to-

Intervention-on-the-High-Seas-in-Cases-of-Oil-Pollution-Casualties.aspx pada 27 September 2024. 

https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/%20International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx
https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/%20International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx
https://www.imo.org/en/About/Conventio%20ns/Pages/International-Convention-Relating-to-Intervention-on-the-High-Seas-in-Cases-of-Oil-Pollution-Casualties.aspx
https://www.imo.org/en/About/Conventio%20ns/Pages/International-Convention-Relating-to-Intervention-on-the-High-Seas-in-Cases-of-Oil-Pollution-Casualties.aspx
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Konvensi Internasional merupakan salah satu produk hukum yang dihasilkan 

dari perundingan panjang antar negara secara bilateral maupun multilateral, yang 

berlaku sebagai hukum internasional. Sehubungan dengan situasi pencemaran 

minyak yang disebabkan oleh kapal di Selat Malaka dengan fakta yang telah 

dijelaskan sebelumnya, Penulis merasa perlunya perlindungan hukum internasional 

pada lingkungan laut di Selat Malaka. Untuk itu, Penulis tertarik untuk membahas 

topik tersebut dengan judul “Perlindungan Hukum Internasional pada 

Lingkungan Laut di Selat Malaka dari Pencemaran Minyak Yang Berasal 

Dari Kapal”.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah:  

1. Apa saja ketentuan Hukum Internasional dalam perlindungan lingkungan laut 

di Selat Malaka dari pencemaran minyak yang berasal dari kapal?  

2. Bagaimana upaya dalam perlindungan lingkungan laut dari pencemaran 

minyak yang berasal dari kapal di Selat Malaka?  

3. Apa hambatan yang dihadapi dalam penerapan Hukum Internasional untuk 

melindungi lingkungan laut di Selat Malaka dari pencemaran minyak yang 

berasal dari kapal? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Dalam penelitian ini, tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Maka, 

tujuan dalam penelitian ini adalah:  

1. Memahami dan menganalisis ketentuan-ketentuan Hukum Internasional 

dalam perlindungan lingkungan laut di Selat Malaka dari pencemaran minyak 

yang berasal dari kapal. 

2. Memahami dan menganalisis upaya dalam perlindungan lingkungan laut dari 

pencemaran minyak yang berasal dari kapal di Selat Malaka. 

3. Memahami dan menganalisis apa saja hambatan yang dihadapi dalam 

penerapan Hukum Internasional untuk melindungi lingkungan laut di Selat 

Malaka dari pencemaran minyak yang berasal dari kapal. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil bagi para akademisi, negara pantai (littoral state), 

negara pengguna (user state), Intergovernmental Organizations (IGOs) dan Non-

Governmental Organizations (NGOs) yang bergerak di bidang perlindungan 

lingkungan, masyarakat serta seafarer (pelaut). Manfaat yang dapat diambil dari 

penelitian ini, yaitu:   

1. Manfaat Teoritis: 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi 

hukum terutama mengenai perlindungan laut dari pencemaran minyak 

yang berasal dari kapal dengan ketentuan hukum internasional.  

b. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan memperluas wawasan, 

pemikiran, maupun pandangan bagi negara pesisir (littoral state), 
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negara pengguna (user state), Intergovernmental Organizations (IGOs) 

dan Non-Governmental Organizations (NGOs) yang bergerak di bidang 

perlindungan lingkungan, masyarakat umum serta seafarer (pelaut).  

c. Hasil dari penelitian ini diharapkan, dapat menyumbangkan dan 

menambah ilmu pengetahuan, terutama di bagian ilmu Hukum 

Internasional, khususnya dalam pencemaran minyak di lingkungan laut 

yang berasal dari kapal di Selat Malaka.  

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukkan bagi akademisi 

hukum untuk mempertegas dan urgensi mengenai perlindungan hukum 

atas pencemaran minyak pada lingkungan laut yang berasal dari kapal 

di Selat Malaka.  

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai masukkan dan dapat 

bermanfaat bagi negara pesisir (littoral state), negara pengguna (user 

state), Intergovernmental Organizations (IGOs) dan Non-

Governmental Organizations (NGOs) yang bergerak di bidang 

perlindungan lingkungan, masyarakat umum serta seafarer (pelaut). 

1.5 Ruang Lingkup Permasalahan 

Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum Internasional pada Lingkungan 

Laut di Selat Malaka dari Pencemaran Minyak yang Berasal dari Kapal. Aktifnya 

Selat Malaka sebagai chokepoint jalur transit minyak mengakibatkan tingginya 

pencemaran minyak dikarenakan oil spill dari pencemaran yang tidak sengaja 

seperti kecelakaan kapal maupun tindakan pencemaran yang disengaja seperti 
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pembuangan limbah operasional kapal yang mengandung minyak. Melalui 

penelitian ini juga, akan mengkaji membahas bagaimana upaya dan hambatan 

dalam melindungi lingkungan laut di Selat Malaka dari pencemaran minyak yang 

berasal dari kapal. 

Agar penelitian selaras dengan rumusan masalah, Penulis membatasi pokok 

pembahasan yang dikaji dalam satu lingkup. Adapun ruang lingkup penelitian ini 

adalah International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973 

and Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL 73/78) And Protocol of 1998; 

International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-

operation 1990 (OPRC 1990); Convention on the Prevention of Marine Pollution 

by Dumping of Wastes and Other Matter (LDC) 1972 and the 1996 London 

Protocol; International Convention for the Control and Management of Ships’ 

Ballast Water and Sediments 2004. 

1.6 Kerangka Teori   

Kerangka teori merupakan wadah yang akan menerangkan variabel atau 

pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian20. Melalui kerangka teori, 

Penulis menggunakan beberapa teori yang akan membantu dalam menyelesaikan 

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:  

1.6.1 Teori Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep universal dari negara hukum21. 

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat 

 
20 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006).  
21 N C B Sampul, C D Massie, dan D A Sualang, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Error in 

Persona Warga Negara Indonesia di Luar Negeri menurut Hukum Internasional,” Lex Privatum 12, 
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dan martabat maupun pengakuan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek 

hukum. Perlindungan hukum juga suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada 

semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang 

dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum22. Menurut R. La Porta, bentuk 

perlindungan hukum memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan 

bersifat hukuman (sanction)23, dalam penulisan penelitian ini akan lebih bersifat ke 

pencegahan. Teori perlindungan hukum menjadi teori yang akan menopang dalam 

penyelesaian rumusan masalah pada penelitian ini.  

1.6.2 Teori Kerjasama Internasional 

Kerjasama internasional merupakan suatu hubungan antar negara yang 

bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu yang didasari dengan kepentingan 

nasional. Menurut K.J. Holsti, timbulnya kerjasama internasional adanya hambatan 

dalam lingkup nasional, regional, maupun global yang mengharuskan adanya 

campur tangan dengan beberapa negara, sehingga melakukan pendekatan dengan 

saran ataupun usul yang dilakukan dengan negosiasi, perundingan, menyimpulkan 

bukti untuk memperbaiki permasalahan tersebut dan diakhiri dengan suatu 

perjanjian yang disepakati semua pihak (Holsti, 1998).  

 

 

 
no. 04   (2023),  https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view 

/53176%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/53176/45031. 
22 Tim Hukumonline. “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli” diakses. 

https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-

lt63366cd94dcbc/?page=1 pada 28 September 2024.  
23 La Rafael Porta, “Investor protection and corporate governance,” Journal of Financial Economics 

33, no. 3 (2005): 217–21. 

https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=1
https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=1
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Beberapa definisi dari Kerjasama internasional menurut K.J. Holsti (1998): 

a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling 

bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh 

semua pihak sekaligus. 

b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan 

oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan 

dan nilai-nilainya. 

c. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam 

rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan. 

d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang 

dilakukan untuk melaksanakan persetujuan. 

e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.  

Kerjasama internasional menjadi suatu tindakan yang tidak terlepas bagi 

suatu negara, dikarenakan hubungan saling ketergantungan dan hubungan 

masyarakat internasional yang semakin kompleks. Berikut tiga bentuk kerjasama 

internasional24: 

1. Kerjasama Bilateral 

Merupakan kerjasama yang dilakukan antara dua negara dalam mengatur 

kepentingan.  

 

 

 
24  U I N Sunan dan Ampel Surabaya, “KERJASAMA REGIONAL DAN MULTILATERAL 

SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN DAYA SAING” 4, no. 1 (2024): 57–75. 
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2. Kerjasama Regional 

Merupakan kerjasama yang dilakukan lebih dari dua negara dalam kawasan 

yang sama.  

3. Kerjasama Multilateral  

Merupakan kerjasama yang melibatkan sejumlah negara-negara yang banyak, 

tidak dibatasi dengan kawasan, dan bentuk kerjasamanya yang lebih 

kompleks.  

Teori kerjasama internasional akan menjadi acuan dalam penyelesaian 

masalah dalam penulisan penelitian dalam perlindungan hukum internasional pada 

lingkungan laut di Selat Malaka dari pencemaran minyak yang berasal dari kapal.  

1.6.3 Teori Tanggung Jawab Negara  

Tanggung jawab negara merupakan suatu kewajiban untuk melakukan 

perbaikan yang timbul dari kesalahan suatu negara untuk mematuhi kewajiban 

hukum berdasarkan hukum internasional 25 . Menurut Malcolm Shaw, tanggung 

jawab negara merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang 

timbul dari sifat hukum internasional dan doktrin-doktrin kedaulatan negara serta 

kesetaraan negara. Menurut Kantaatmadja dalam Heribertus U Setyardi, dalam 

tanggung jawab negara terdapat responsibility (tanggung jawab) dan liability 

(pertanggungjawaban). Responsibility memiliki makna apa yang secara hukum 

harus dipertanggungjawabkan kepada satu pihak. Dalam responsibility, hal yang 

dapat dipertanggung jawabkan tidak selalu kewajiban ganti rugi/atau memperbaiki 

kerusakan/atau pihak yang dirugikan berhak mendapat rugi, dengan kata lain 

 
25Jonathan Law, Elizabeth A. Martin, A Dictionary of Law, (Oxford University Press: 2009).  
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pertanggungjawaban yang diberikan hanya yang diatur secara hukum. Liability 

merupakan kewajiban untuk mengganti kerugian atau perbaikan yang terjadi, 

sehingga tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum.  

Mengenai pertanggungjawaban, maka Hukum Internasional mengenal dua 

macam aturan, yakni26: 

a) Primary rules adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan hak dan 

kewajiban negara yang tertuang dalam traktat, hukum kebiasaan, atau 

instrumen lainnya. 

b) Secondary rules adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana 

dan apa akibat hukum apabila primary rules tersebut dilanggar oleh suatu 

negara. Dengan demikian, secondary rules disebut sebagai hukum tanggung 

jawab negara.  

Penelitian ini akan menggunakan teori tanggung jawab negara, dikarenakan 

melalui primary rules dan secondary rules yang terkandung dalam 

pertanggungjawaban, dapat menyelesaikan rumusan masalah dalam penelitian ini, 

sekaligus mewujudkan perlindungan hukum internasional pada lingkungan laut di 

Selat Malaka dari pencemaran minyak yang berasal dari kapal.  

1.7 Metode Penelitian  

Dasar dalam metode penelitian adalah suatu proses yang dilakukan dengan 

keilmiahan yang bertujuan untuk memperoleh sebuah produk yang berbentuk data 

yang memiliki manfaat tertentu. Metode penelitian memiliki dasar kekhasan dari 

keilmuan, yaitu rasional, yang dimana setiap insan yang membaca maupun 

 
26Sefriani, Hukum Internasional, (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 266.  
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mengkaji dapat memahami secara mendalam dan tidak menimbulkan makna ganda 

atau membingungkan. Kekhasan yang selanjutnya ialah empiris yang memiliki 

unsur kenyataan,yang artinya hal yang dimuat dalam metode penelitian benar apa 

adanya dengan apa yang terjadi tanpa adanya dibuat-buat oleh Penulis. Kekhasan 

dalam keilmuan yang terakhir adalah sistematis. Sistematis mengandung makna, 

dilakukan dengan penyusunan secara urut dari tingkat yang paling umum ke tingkat 

yang paling rinci.   

Dengan demikian, dalam penelitian ini, Penulis mengambil isu perlindungan 

hukum internasional pada lingkungan laut di Selat Malaka dari pencemaran minyak 

yang berasal dari kapal, yang penulis tulis dengan kekhasan dari keilmuan yang 

memiliki tujuan agar pembaca dapat memahami apa yang dikaji oleh penulis atau 

dengan kata lain, pembaca mengetahui inti dan makna yang dituangkan penulis 

dalam penelitian ini.  

1.7.1 Jenis Penelitian 

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yang dimana 

memberikan penjelasan dari sifat maupun ruang lingkup disiplin hukum. penelitian 

normatif dikatakan sebagai ajaran yang mengandung unsur kenyataan yang 

melingkupi disiplin analitis dan disiplin perspektif. Dalam penulisan penelitian ini 

menggunakan disiplin perspektif, sehingga akan memandang hukum dari sudut 

pandang peraturan-peraturan tertulisnya saja atau norma-normanya saja.  Disiplin 

perspektif juga merupakan sistem ajaran yang menentukan apa yang seharusnya 

dilakukan di dalam menghadapi kenyataan-kenyataan tertentu 27 . Sehingga, 

 
27 Pipin Syarifin, Penghantar Ilmu Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Hlm 62.  
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penelitian normatif menggunakan disiplin perspektif yang berusaha menentukan 

tentang apa yang seharusnya dan patut dalam menghadapi kenyataan28 . Dengan 

demikian, dalam penulisan penelitian ini mengkaji perlindungan hukum 

internasional pada lingkungan laut di Selat Malaka dari pencemaran minyak yang 

berasal dari kapal, yang dilakukan dengan menggunakan sudut pandang hukum-

hukum dan peraturan-peraturan tertulis.  

1.7.2 Pendekatan Penelitian 

Penulisan penelitian tentunya memiliki suatu pendekatan penelitian yang 

dimana, dikatakan sebagai cara pikir. Pendekatan penelitian dapat dikatakan 

sebagai tipe pendekatan yang diterapkan penulis dalam memilih topik yang 

diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap pembahasan substansi suatu 

karya ilmiah29. Adapun beberapa pendekatan yang penulis gunakan, yaitu:  

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengulas ataupun 

menganalisis secara dalam mengenai peraturan perundang-undangan maupun 

regulasi yang bersangkutan dengan penelitian hukum yang disusun30. Hal ini 

tentunya bertujuan agar pembaca memahami bahwa penulisan penelitian ini 

ditulis dengan cara berpikir dari norma-norma hukum pada umumnya. 

Sehingga, dapat dipahami dalam pendekatan perundang-undangan berisikan 

regulasi dan legislasi. Dengan demikian, dalam mengkaji perlindungan 

hukum internasional pada lingkungan laut di Selat Malaka dari pencemaran 

 
28  Yulianis Safrinadiya Rahman dkk., “PERBANDINGAN SISTEM HUKUM MENGENAI 

DISIPLIN HUKUM,” Al’ Adl Jurnal Hukum, 2021, 189–205. 
29 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018).  
30 Peter Machmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).  
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minyak yang berasal dari kapal, menggunakan pendekatan perundang-

undangan yang memiliki wawasan dan mengetahui adanya asas-asas dalam 

peraturan-peraturan tertulis.  

b. Pendekatan Konsep (Conceptual Approach) 

Pendekatan konsep ialah pendekatan yang menjadikan perspektif doktrin-

doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai landasan dalam 

penyelesaian isu hukum yang menjadi permasalahan di dalam penelitian31. 

Sehingga, dalam penelitian ini, Penulis mempelajari doktrin dan pandangan 

yang berkembang di ilmu hukum, yang melahirkan konsep, pengertian, 

maupun asas yang berguna bagi penulis dalam memecahkan isu hukum yang 

sedang diteliti, dalam hal ini ialah, perlindungan hukum internasional pada 

lingkungan laut dari pencemaran minyak yang berasal dari kapal di Selat 

Malaka.  

1.7.3 Jenis dan Sumber Bahan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan atau dikenal 

sebagai library research. Teknik dengan mengumpulkan data ilmiah secara kolektif 

yang dilakukan dengan mengkaji data-data kepustakaan, seperti buku, literatur, 

catatan, serta laporan-laporan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang 

disusun 32 . Yang artinya, mengumpulkan bahan hukum, Penulis meneliti data 

sekunder yang diperoleh dari kepustakaan yang dijadikan sebagai sumber pokok, 

yang terdiri dari:  

 
31 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press,2020), hlm 57.  
32 Moh Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Chalia Indonesia,1998).  
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a. Bahan Hukum Primer  

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang merupakan 

bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat 33 . 

Peraturan perundang-undangan, dokumen legal atau naskah ringkasan dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim termasuk ke 

dalam bagian dari bahan hukum primer 34 . Bahan hukum primer yang 

digunakan dalam penelitian: 

1. Konvensi Hukum Laut 1982 (United Nations Convention on the Law of 

the Sea 1982) 

2. International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 

1973 and Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL 73/78) And 

Protocol of 1998 

3. Intervention Convention Relating to Intervention on the High Seas in 

Cases of Oil Pollution Casualties 1969 (INTERVENTION 1969) 

4. International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and 

Co-operation 1990 (OPRC 1990) 

5. Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of 

Wastes and Other Matter (LDC) 1972 and the 1996 London Protocol 

6. International Convention for the Control and Management of Ships’ 

Ballast Water and Sediments 2004 

 
33 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2005), hlm 51.  
34 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm 31.  
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7. Convention on the International Regulations for Preventing Collisions 

at Sea 1972 (COLREG 1972) 

8. Deklarasi Stockholm 1972 tentang Lingkungan Manusia  

9. Deklarasi Rio de Janeiro 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan 

10. Memorandum of Understanding on ASEAN Co-operation Mechanism 

for Joint Oil Spill Preparedness and Response  

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, merupakan penjelasan 

dari bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini memberikan informasi atau 

hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya, 

seperti artikel ilmiah, bahan yang diperoleh internet, teori atau pendapat para 

sarjana, buku, makalah, surat kabar, laporan penelitian35.  

c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, sehingga bahan hukum 

tersier ialah bahan hukum pendukung yang menganalisis lebih dalam dari 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder36. Dengan demikian, bahan 

hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini ialah seperti kamus hukum, 

ensiklopedia, makalah, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian 

ini.  

 

 
35 Op Cit, Soerjono Soekanto. 
36 Ibid. Soerjono Soekanto 
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1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian  

Pengumpulan bahan penelitian berkaitan erat dengan sumber data, sehingga 

dalam memperoleh data yang diperlukan untuk mengkaji permasalahan dalam 

penulisan penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan (library research). 

Library research dilakukan dengan membaca dan mengkaji buku-buku maupun 

literatur. Selain studi kepustakaan, penulisan penelitian ini juga menggunakan akses 

internet yang dimana cara memperoleh bahan hukumnya dengan mengakses 

website, jurnal online, maupun berita-berita yang diterbitkan secara online yang 

berkaitan dengan perlindungan hukum internasional pada lingkungan laut di Selat 

Malaka dalam pencemaran minyak yang berasal dari kapal.  

1.7.5 Teknik Analisis Bahan Penelitian  

Menurut Nazir, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti 

status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang 37 . Dengan demikian, dalam 

penelitian ini akan mengkaji perlindungan hukum internasional pada lingkungan 

laut di Selat Malaka dari pencemaran minyak yang berasal dari kapal yang akan 

dilakukan dengan mengumpulkan data-data maupun bahan-bahan hukum yang 

disusun, dianalisis, dan dipaparkan sedemikian rupa dengan ketentuan-ketentuan 

tertentu sehingga dapat dipahami dengan mudah dan tidak menimbulkan tafsiran 

ganda.  

 

 

 
37 Op Cit, Moh Nazir. 
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1.7.6 Teknik Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan penelitian dilakukan dengan metode deduktif yang 

dimana menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap 

permasalahan konkrit yang dihadapi, dengan kata lain, menarik kesimpulan dari 

bahan-bahan hukum yang bersifat khusus 38 . Sehingga, dalam mengkaji 

perlindungan hukum internasional pada lingkungan laut di Selat Malaka dari 

pencemaran minyak yang berasal dari kapal, dilakukan berdasarkan data yang 

diperoleh dan dihubungkan secara sistematis dengan penjelasan secara umum ke 

penjelasan secara khusus.  

 
38 Op Cit, Bachtiar. 
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